
 

 

 

BUPATI MALANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

 

PERATURAN BUPATI MALANG 

NOMOR 21 TAHUN 2025 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MALANG, 

 

Menimbang  : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam       

Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4  

Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah  

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 

Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,    

Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia    

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2730); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      

Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12    

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan    

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan        

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 
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9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 6856); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara      

Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 6322); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023    

Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6881); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12           

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan             

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan            

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 
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16. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang 

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 754); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19         

Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 350); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
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23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020           

Nomor 1781); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 

tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); 

27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 

tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229); 

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 

tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi 

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 630); 

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 

tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 762); 
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30. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 

tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus 

Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis 

Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan 

Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan 

Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi 

Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian 

Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun 

Anggaran 2025; 

31. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 

tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah 

menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 

dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6          

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022     

Nomor 6 Seri A); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2023 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 7 Seri B); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2024 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2024 Nomor 8 Seri A); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3          

Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2025 Nomor 3 Seri A); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4  Tahun 2025 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2025 Nomor 4 Seri A); 
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37. Peraturan Bupati Malang Nomor 189 Tahun 2024 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2024 Nomor 189 Seri A), sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang 

Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Malang Nomor 189 Tahun 2024 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2025 Nomor 7 Seri A); 

38. Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2025         

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun  

Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Malang         

Tahun 2025 Nomor 20 Seri A); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2025. 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Malang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang. 

3. Bupati adalah Bupati Malang. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang. 

5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

berkenaan. 

7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 

anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah 

selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 

(satu) periode anggaran. 
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Pasal 2 

 

Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai 

berikut:  

1. Pendapatan Daerah yang semula senilai Rp4.861.511.340.737,00 (empat 

triliun delapan ratus enam puluh satu miliar lima ratus sebelas juta tiga 

ratus empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah), berkurang 

senilai Rp24.607.580.000,00 (dua puluh empat miliar enam ratus tujuh 

juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga menjadi 

Rp4.836.903.760.737,00 (empat triliun delapan ratus tiga puluh enam 

miliar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus 

tiga puluh tujuh rupiah) setelah perubahan; 

2. Belanja Daerah yang semula senilai Rp5.021.475.137.837,00 (lima triliun 

dua puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh 

tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah), bertambah senilai 

Rp113.516.383.088,00 (seratus tiga belas miliar lima ratus enam belas juta 

tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh delapan rupiah), sehingga 

menjadi Rp5.134.991.520.925,00 (lima triliun seratus tiga puluh empat 

miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu 

sembilan ratus dua puluh lima rupiah) setelah perubahan, dengan jumlah 

defisit senilai Rp298.087.760.188,00 (dua ratus sembilan puluh delapan 

miliar delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus 

delapan puluh delapan rupiah); 

3. penerimaan Pembiayaan Daerah yang semula senilai 

Rp169.963.797.100,00 (seratus enam puluh sembilan miliar sembilan 

ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus 

rupiah), bertambah senilai Rp145.123.963.088,00 (seratus empat puluh 

lima miliar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh        

tiga ribu delapan puluh delapan rupiah), sehingga menjadi 

Rp315.087.760.188,00 (tiga ratus lima belas miliar delapan puluh tujuh 

juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) 

setelah perubahan; 

4. pengeluaran Pembiayaan Daerah yang semula senilai 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), bertambah senilai 

Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), sehingga menjadi 

Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) setelah perubahan, 

dengan jumlah pembiayaan neto setelah perubahan senilai 

Rp298.087.760.188,00 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar delapan 

puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh 

delapan rupiah); dan 

5. SiLPA setelah perubahan senilai Rp0,00 (nol rupiah). 
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Pasal 3 

 

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini terdiri dari: 

a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang 

Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek,      

Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan,  

Belanja, dan Pembiayaan; 

b. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 

Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek 

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran 

Hibah; 

d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran 

Bantuan Sosial; 

e Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran 

Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus; 

f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran 

Belanja Bagi Hasil; 

g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 

Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian 

Objek dan Subrincian Objek Pendapatan, Belanja          

dan Pembiayaan; 

h. Lampiran VIII Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 

Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas  

Alam/Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas 

Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, 

Jenis, Objek dan Rincian Objek dan Subrincian Objek 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

i. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ 

Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam 

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD 

dengan Program Prioritas Perbatasan Negara; 

j. Lampiran X Rekapitulasi dan Sinkronisasi Peraturan Bupati 

tentang Penjabaran Perubahan APBD yang Disajikan 

Berdasarkan Sumber Dana; dan 

k. Lampiran XI Formulir Komitmen Pemerintah Daerah Menganggarkan 

Barang dan Jasa serta Belanja Modal berupa Produk 

Dalam Negeri dan Tingkat Komponen Dalam Negeri. 
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Pasal 4 

 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut 

dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 5 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang. 

 

 

Ditetapkan di Kepanjen 

pada tanggal 6 Agustus 2025 

 

BUPATI MALANG, 

 
ttd. 

 

 
SANUSI 

 

Diundangkan di Kepanjen 

pada tanggal 6 Agustus 2025 

 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, 
 

 
ttd. 

 
NURCAHYO 

 

Berita Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2025 Nomor 21 Seri A   


